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ABSTRACT 

Termination of employment is very detrimental to the worker because it will 

not only affect the loss of permanent employment of the worker but also the loss 

of the main source of the livelihood of the workers and their families. And often 

the termination of employment by employers does not follow the procedures and 

provisions of the Manpower Act to the detriment of workers' rights. The purpose 

of writing this thesis, namely: First, to determine the implementation of 

termination of work done orally against workers in the CV. Lims Koktong under 

Act No. 13 of 2003 on employment. Second, to know the legal protection against 

workers who were laid off verbally in the CV. Lims Koktong Pekanbaru. 

This type of research can be classified in the type of sociological juridical 

research because in this study researchers directly conduct research in the location 

or place studied in order to provide a complete picture of the problem under study. 

This research was conducted at CV. Lims Koktong Pekanbaru. While the 

population and sample are all parties related to the problem under study. In this 

study the data source used is primary data, secondary data, and tertiary data. Data 

collection techniques were conducted by observation, interview and literature 

study. 

From the results of research problems there are two main things that can be 

concluded. Firstly, the company has committed a violation related to the 

termination of employment which is done orally and not in accordance with the 

procedure of the layoffs which have been stipulated in the provisions of Law 

Number 13 Year 2003 on Manpower set forth in Article 151,152,154,156. 

Second, the termination of employment which has been done by the company has 

caused loss to the workers and the rights of the worker have been protected by law 

and should be given by the entrepreneur when dismissing the employment. 

Suggestion of the writer, Firstly, Should if the company wishing to terminate the 

employment of its workers should be guided by the established procedure and 

following all the provisions and procedures set forth in Law Number 13 Year 

2003 on Manpower. Secondly, if the company wishes to terminate the 

employment should grant the employee's laid-off rights. 

Keywords: Termination of Employment, Legal Protection, Workers / Laborers. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemerintah dalam hal ini 

memiliki campur tangan dalam 

bidang kesejahteraan pekerja 

atau buruh, pemerintah telah 

banyak mengambil kebijakan 

khususnya dalam peraturan 

perundang-undangan dan per-

aturan pelaksanaan seperti 

Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketena-

gakerjaan.
1
  

Salah satu permasalahan 

yang sering terjadi dalam hu-

bungan kerja antara pengusaha 

dengan pekerja/buruh adalah 

pemutusan hubungan kerja. 

Pemutusan hubungan kerja 

sangat merugikan pekerja-

/buruh karena tidak hanya akan 

berdampak pada hilang-nya 

pekerjaan tetap si pekerja/bruh 

tetapi juga hilangnya sumber 

utama penghidupan buruh dan 

keluarganya.
2
  Di dalam Pasal 

1 angka 25 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan menyebutkan 

bahwa pemutusan hubungan 

kerja adalah pengakhiran hubu-

ngan kerja karena suatu hal 

tertentu yang menyebutkan 

berakhirnya hak dan kewajiban 

antara pekerja/buruh dan 

pengusaha.  

Adapun yang menjadi 

tata cara yang harus dilakukan 

sebelum melakukan pemutusan 

hubungan kerja diatur dalam 

Pasal 151, Pasal 152, dan Pasal 

155 Undang-Undang Nomor 

                                                             
       1 Adrian Sutedi, Op.Cit, hlm. 20. 

       
2
 Ridwan Halim, Seri Hukum 

Perburuhan, Pradnya Paramita, Jakarta, 

1987, hlm. 3.  

13 Tahun 2003 Tentang 

Ketena-gakerjaan. Di dalam 

pasal 151 menjelaskan bahwa:
3
  

1. Pengusaha, pekerja/buruh, 

serikat pekerja/serikat bu-

ruh, dan pemerintah, dengan 

segala upaya harus mengu-

sahakan agar jangan terjadi 

pemutusan hubungan kerja. 

2.  Dalam hal segala upaya 

telah dilakukan, tetapi pem-

utusan hubungan kerja tidak 

dapat dihindari, maka ma-

ksud pemutusan hubungan 

kerja wajib dirundingkan 

oleh pengusaha dan serikat 

pekerja/serikat buruh atau 

dengan pekerja/buruh apa-

bila pekerja/buruh yang 

bersangkutan tidak menjadi 

anggota serikat pekerja/se-

rikat buruh. 

3. Dalam hal perundingan 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) benar-benar tidak 

menghasilkan persetujuan, 

pengusaha hanya dapat 

memutuskan hubungan ke-

rja dengan pekerja/buruh 

setelah memperoleh peneta-

pan dari lembaga penyelel-

saian perselisihan hubungan 

industrial. 

Pasal 152 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan dijela-

skan bahwa:
4
 

1.  Permohonan penetapan pe-

mutusan hubungan kerja 

diajukan secara tertulis 

kepada lembaga penyele-

saian perselisihan hubungan 

                                                             
       

3
 Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.  
       4 Pasal 152  Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
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industrial disertai alasan 

yang menjadi dasarnya. 

2.  Permohonan penetapan se-

bagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat diterima oleh 

lembaga penyelesaian perse-

lisihan hubungan industrial 

apabila telah dirundingkan 

sebagaimana dimaksud da-

lam Pasal 151 ayat (2). 

3.  Penetapan atas permohonan 

pemutusan hubungan kerja 

hanya dapat diberikan oleh 

lembaga penyelesaian perse-

lisihan hubungan industrial 

jika ternyata maksud untuk 

memutuskan hubungan 

kerja telah dirundingkan, 

tetapi perundingan tersebut 

tidak menghasilkan kesepa-

katan. 

Pasal 155 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan men-

yatakan bahwa: 

1.  Pemutusan hubungan kerja 

tanpa penetapan sebagai-

mana dimaksud dalam Pasal 

151 ayat (3) batal demi 

hukum. 

2. Selama putusan lembaga 

penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial belum 

ditetapkan, baik pengusaha 

maupun pekerja/buruh harus 

tetap melaksanakan segala 

kewajibannya. 

3.  Pengusaha dapat melaku-

kan penyimpangan terhadap 

ke-tentuan sebagaimana di-

maksud pada ayat (2) 

berupa tindakan skorsing 

kepada pekerja/buruh yang 

sedang dalam proses pemu-

tusan hubungan kerja den-

gan tetap wajib membayar 

upah beserta hak-hak 

lainnya yang biasa diterima 

pekerja/buruh.  

Sedangkan menurut Pen-

gadilan Penyelesaian Perseli-

sihan Hubungan Industrial pe-

mutusan hubungan kerja me-

rupakan upaya terakhir yang 

dilakukan apabila semua upaya 

mediasi atau perundingan 

gagal, serta telah mendapat 

penetapan dari pengadilan 

hubungan industrial untuk mel-

akukan PHK.
5
 Apabila terjadi 

perselisihan dalam hubungan 

kerja antara karyawan dengan 

perusahaan maka seharusnya 

perusahaan menyelesaikan per-

masalahan tersebut terlebih 

dahulu dengan pekerjaanya dan 

jika perusahaan tetap ingin 

melakukan pemutusan hubung-

an kerja terhadap karyawannya 

maka harus mengikuti aturan 

yang telah ditetapkan oleh 

Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenga-

kerjaan.  

Pada kasus pemutusan 

hubungan kerja secara lisan 

yang dilakukan oleh manaje-

men CV. Lims Koktong Pek-

anbaru terhadap tiga orang 

pekerja Adapun karyawan yang 

di PHK bernama Mira, Pella 

Tupel dan Ilham. Dimana 

dalam hal ini, Mira dan Pella 

Tupel adalah pekerja kontrak 

di CV. Lims Koktong, dan 

Ilham adalah karyawan tetap 

                                                             
       5 Wawancara dengan Ibu Rosdiana 

Sitorus, SH, Panitera di Pengadilan 

Hubungan Industrial kota Pekanbaru, Hari 

Selasa, Tanggal 18 April 2017, Bertempat di 

Kantor pengadilan hubungan industrial Kota 

Pekanbaru. 
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yang bekerja di CV.Lims 

Koktong. Ketiga pekerja 

tersebut telah di PHK secara 

lisan oleh pihak manajemen 

Lims Koktong.
6
 Ketiga pekerja 

tersebut sebe-lumnya tidak 

pernah diberikan surat 

peringatan pertama, kedua dan 

ketiga oleh perusahaan tetapi 

hanya diberikan teguran secara 

langsung sekali dan pihak 

perusahaan menilai ba-hwa 

mereka tidak dapat bekerja 

dengan baik dan melakukan 

PHK secara lisan serta tanpa 

dilakukan perundingan terlebih 

dahulu.
 7
   

Tindakan tersebut jelas 

melanggar ketentuan Pasal 

151, Pasal 152,dan Pasal 155 

Un-dang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan. Dalam kasus 

ini ketiga pekerja yang di PHK 

secara lisan dengan alasan 

tidak bekerja dengan baik dan 

melanggar peraturan perusa-

haan.
8
 Pihak perusahaan juga 

tidak membe-rikan uang ganti 

rugi terhadap Mira dan Pella 

yang telah dilakukan PHK dan 

tidak memberikan uang 

pesangon kepada Ilham yang 

                                                             
       6 Wawancara dengan Ibu Mira, Pekerja 

yang di PHK oleh CV. Lims Koktong 

Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 12 Maret 

2017, Bertempat di Jalan Imam Munandar 

No 56, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru.  

       
7
 Wawancara dengan Bapak Pella Tupel, 

Pekerja yang di PHK oleh CV. Lims 

Koktong Pekanbaru, Hari Jumat, tanggal 17 

Maret 2017, Bertempat di Jalan Soekarno 

Hatta, Pekanbaru.  

       
8
 Wawancara dengan Bapak Rubiana, 

Supervisor di CV. Lims Koktong Pekanbaru, 

Hari Kamis, Tanggal 15 Maret 2017, 

Bertempat di CV. Lims Koktong Jalan 

Setiabudi Kota Pekanbaru. 

merupakan pekerja tetap di 

CV.Lims Koktong. Jelas 

tindakan dari Manajemen CV. 

Lims Koktong Pekanbaru ini 

melanggar ketentuan Pasal 62 

dan 156 ayat (1)  yang seha-

rusnya diterima oleh pekerja 

tersebut.  

Selain itu dalam yuris-prudensi 

hukum Indonesia per-nah 

terjadi beberapa kasus 

pemutusan hubungan kerja 

yang dilakukan secara lisan ya-

ng kemudian dibatalkan oleh 

Pengadilan Hubungan Industr-

ial. Salah satunya yakni Putu-

san Nomor: 13/Pdt.Sus.PHI-

/2015/PN. Bdg, dimana pernah 

terjadi salah satu kasus di 

Pengadilan Hubungan Indus-

trial Bandung. Dalam kasus 

suatu perusahaan yaitu PT. 

Panjunan yang melakukan 

PHK secara lisan terhadap pe-

kerjanya. Dimana majelis ha-

kim dalam putusannya menya-

takan bahwa pemutusan hubu-

ngan kerja secara lisan yang 

dilakukan oleh pengusaha PT. 

Panjunan terhadap tiga orang 

pekerja/buruh tidak sah menu-

rut hukum.
9
 

Berdasarkan uraian diatas 

maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan 

judul “Pelaksanan Pemutusan 

Hubungan Kerja Secara Li-

san Terhadap Pekerja di CV. 

Lims Koktong Pekanbaru 

Berdasarkan Undang Un-

                                                             
       

9
 

http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengad

ilan/pn-bandung/direktori/perdata-

khusus/phi/, diakses pada tanggal 7 Maret 

2017. 

http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-bandung/direktori/perdata-khusus/phi/
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-bandung/direktori/perdata-khusus/phi/
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-bandung/direktori/perdata-khusus/phi/
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dang  Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan”. 

 

B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian la-

tar belakang tersebut di atas 

dapat disimpulkan pokok per-

masalahan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan  pe-

mutusan hubungan kerja 

yang dilakukan secara lisan 

terhadap pekerja di CV. 

Lims Koktong Pekanbaru 

berdasarkan Undang-Unda-

ng Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan? 

2. Bagaimanakah perlindungan 

hukum terhadap pekerja 

yang di PHK secara lisan di 

CV.Lims Koktong Pekan-

baru? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang 

hendak dicapai dalam pene-

litian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui pelaksa-

naan  pemutusan hubungan 

kerja yang dilakukan secara 

lisan terhadap pekerja di 

CV. Lims Koktong berda-

sarkan Undang-Undang No-

mor 13 Tahun 2003 Tentang 

Kete-nagakerjaaan. 

b. Untuk mengetahui perlin-

dungan hukum terhadap 

pekerja yang di PHK secara 

lisan di CV. Lims Koktong 

Pekanbaru. 

 

 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1. Sebagai salah satu 

syarat untuk mencapai 

gelar Sarjana Hukum 

(SH) Strata Satu (S1) 

di Perguruan tinggi 

Fakultas Hukum Uni-

versitas Riau. 

2. Untuk menambah wa-

wasan dan ilmu peng-

etahuan di bidang hu-

kum tentang perlind-

ungan hukum ter-

hadap pekerja yang di 

PHK secara lisan di 

CV. Lims Koktong 

Pekanbaru. 

3. Sebagai sumbangan 

pemikiran dan wawa-

san dalam ilmu hukum 

khususnya yang berk-

aitan dengan ketena-

gakerjaan. 

 

b. Manfaat Praktis 

1. Sebagai bahan referensi 

bagi pekerja dan pihak 

CV. Lims Koktong Pe-

kanbaru tentang peratu-

ran hukum ketenaga-

kerjaan. 

2. Agar tenaga kerja lebih 

mengetahui hak dan 

kewajibannya sebagai pe-

kerja di suatu perusahaan 

dan mekanisme aturan 

hukum untuk mempe-

roleh haknya. 

3. Agar masyarakat lebih 

banyak mengetahui tent-

ang pengaturan dan info-

rmasi tentang ketena-

gakerjaan. 

 

 



 

JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 2, Oktober 2017 6 
 

D. Kerangka Teori 

1. Teori Perlindungan 

Hukum 

Perlindungan hukum 

adalah suatu upaya perlin-

dungan yang diberikan ke-

pada subjek hukum tentang 

apa saja yang dapat 

dilakukannya untuk mempe-

rtahankan atau melindungi 

kepentingan dan hak dari 

subjek hukum.
10

 

Menurut Philipus M. 

Hadjon perlindungan hukum 

merupakan perlindungan te-

rhadap harkat dan martabat 

serta pengakuan terhadap 

hak asasi manusia yang 

dimiliki oleh subjek hukum 

dalam negara hukum 

dengan berdasarkan pada 

ketentuan hukum yang 

berlaku di  negara tersebut 

guna mencegah terjadinya 

kesewenangan.
11

  

Ada dua macam per-

lindungan hukum menurut 

Philipus M. Hadjon yaitu:
12

 

1. Perlindungan hukum pre-

ventif yaitu perlindungan 

yang bertujuan untuk 

mencegah terjadinya sen-

gketa; 

2. Perlindungan hukum rep-

resif, yaitu perlindungan 

hukum yang bertujuan 

                                                             
       10

 Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum 

Ketenagakerjaan, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2009, hlm. 105.  

       
11

 Asri Wijayanti, “Perlindungan 

Hukum bagi Buruh yang di PHK di 

Perusahaan Swasta”, Jurnal Ilmiah, Fakultas 

Hukum Universitas Hang Tuah, Vol. 2, No. 

2. Mei  2002, hlm. 5. 

       12
 Philipus M. Hadjon, Perlindungan 

Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, 

Jakarta, 1987, hlm. 2.  

untuk menyelesaikan per-

masalahan atau sengketa 

yang timbul. 

Pemerintah telah me-

lindungi pekerja/buruh me-

lalui Undang-Undang Nom-

or 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan yang me-

muat hak dan kewajiban 

pekerja/buruh serta menga-

tur tentang mekanisme pe-

mutusan hubungan kerja 

terhadap pekerja/buruh. Per-

lindungan hukum terhadap 

tenaga kerja juga dima-

ksudkan untuk menjamin 

hak-hak dasar pekerja/buruh 

dan menjamin kesamaan ke-

sempatan serta perlakuan 

tanpa diskriminasi atas da-

sar apapun untuk mewu-

judkan kesejahteraan peker-

ja/buruh dan keluarganya 

dengan tetap memperha-

tikan perkembangan kema-

juan dunia usaha.
13

 

 

2. Teori Kepastian Hukum 

Menurut Utrecht, ke-

pastian hukum mengandung 

dua pengertian yaitu: per-

tama, adanya aturan yang 

bersifat umum membuat 

individu mengetahui perbu-

atan apa yang boleh dan 

tidak boleh dilakukan. 

Kedua, berupa keamanan 

hukum bagi individu dari 

kesewenangan pemerintah 

karena dengan adanya atu-

ran yang bersifat umum, 

individu dapat mengetahui 

apa saja yang boleh 

                                                             
       13

 Eggy Sudjana, Nasib dan Perjuangan 

Buruh di Indonesia, Renaissan, Jakarta, 

2005, hlm. 2.  
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dibebankan atau dilakukan 

oleh negara terhadap indivi-

du.
14

 Kepastian hukum 

bukan hanya berupa kosa-

kata dalam Undang-Undang 

melainkan juga adanya kon-

sistensi dalam putusan ha-

kim antara putusan hakim 

yang satu dengan putusan 

hakim yang lainnya untuk 

kasus serupa yang telah 

diputuskan.
15

 

Kepastian memiliki 

arti ketentuan dan ketetapan 

kata kepastian digabungkan 

dengan kata hukum menjadi 

kata kepastian hukum yang 

memiliki arti perangkat 

hukum suatu negara yang 

mampu menjamin hak dan 

kewajiban setiap warga 

negara. Menurut Sudikno 

Mertokusumo kepastian hu-

kum adalah perlindungan 

yustisiabel terhadap tinda-

kan sewenang-wenang yang 

berarti bahwa seseorang 

akan dapat memperoleh 

sesuatu yang diharapkan 

dalam keadaan tertentu.
16

   

Kepastian hukum bagi 

subjek hukum dapat diwu-

judkan dalam bentuk yang 

telah ditetapkan terhadap 

suatu perbuatan atau peris-

twa hukum. Hukum yang 

berlaku pada prinsipnya 

harus ditaati dan tidak boleh 

menyimpang atau disim-

                                                             
       

14
  Peter Mahmud Marjuki, Pengantar 

Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media 

Group, Jakarta, 2009, hlm. 157. 

       15
 Ibid. 

       16
 Sudikno Mertokusumo, Mengenal 

Hukum Suatu Pengantar, Liberti, 

Yogyakarta, 2008, hlm. 145. 

pangkan oleh subjek hukum. 

Menurut Gustav Radbruch 

di  dalam hukum terkandung 

nilai-nilai dasar seperti ke-

adilan, kemanfaatan dan ke-

pastian hukum.
17

 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Berdasarkan rumusan 

masalah dan tujuan pene-

litian maka jenis penelitian 

yang digunakan oleh penulis 

adalah penelitian hukum 

sosiologis yaitu penelitian 

hukum terhadap efektivitas 

hukum yang berlaku atau-

pun terhadap identifikasi 

hukum penelitan sosiologis 

merupakan penelitian yang 

melihat korelasi antara hu-

um dengan masyarakat se-

hingga mampu mengung-

kapkan efektifitas berlaku-

nya hukum dalam masya-

rakat. Dalam penulisan ini 

penulis mengkaji tentang 

bagaimana Pelaksanaan pe-

mutusan hub-ungan kerja 

secara lisan terhadap peke-

rja di CV. Lims Koktong 

Pekanbaru berdasarkan Un-

dang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketena-

gakerjaan. 

a. Lokasi Penelitian 

Adapun yang men-

jadi lokasi penelitian 

penulis yaitu CV. Lims 

Koktong Pekanbaru yang 

terletak di Jalan Dr. Setia 

Budi Nomor 7, Kelura-

han Pesisir, Kecamatan 

                                                             
       17

 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 19. 
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Lima-puluh, Kota Pekan-

baru, Provinsi Riau, 

Kode Pos 28155. 

b. Populasi dan Sampel 

1) Populasi 

Populasi adalah 

sekumpulan objek ya-

ng hendak diteliti ber-

dasarkan lokasi pe-

nelitian yang telah 

ditentukan sebelum-

nya sehubungan deng-

an penelitian ini.
18

 

Dalam penelitian ini 

populasi yang akan 

dijadikan sebagai su-

mber data yaitu, peke-

rja yang mengalami 

pemutusan hubungan 

kerja di CV. Lims Ko-

ktong Pekanbaru dan 

supervisor di CV. 

Lims Koktong Pekan-

baru. 

2) Sampel 

Untuk memuda-

hkan penulis dalam 

melakukan penelitian 

maka penulis menen-

tukan sampel dimana 

sampel adalah himpu-

nan atau sebagian po-

pulasi yang dijadikan 

objek penelitian yang 

dianggap dapat mewa-

kili keseluruhan popu-

lasi.
19

 Dalam men-

entukan sampel penu-

lis menggunakan tek-

nik purposive samp-

                                                             
       

18
 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum 

Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 

2002, hlm. 44. 

       
19

 Bambang Sunggono, Metode 

Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2006,  hlm. 118. 

ling yaitu pengam-

bilan sampel berdasar-

kan kriteria masalah 

yang diteliti, tidak 

semua populasi yang 

dijadikan sebagai 

sampel. 

 

Tabel I.1 

Populasi dan Sampel 

No. Responden Populasi Sampel Persentase 

1.  Panitera 

Pengadilan 

Hubungan 

Industrial Kota 

Pekanbaru 

1 1 100 % 

2.  Supervisor CV. 

Lims Koktong 

Pekanbaru 

1 1 100 % 

3. Karyawan tetap 

yang di PHK di 

CV.lims Koktong 

1 1 100% 

4. Karyawan kontrak 

yang di PHK di 

CV.Lims 

Koktong 

2 2 100% 

Jumlah 5 5 - 

 

c. Sumber Data 

Data sekunder 

tersebut terdiri dari: 

1) Bahan Hukum 

Primer      

a) Undang-Undang 

Dasar  Negara Rep-

ublik Indonesia Ta-

hun 1945; 

b) Kitab Undang-

Undang Hukum 

Pe-rdata; 

c) Kitab Undang-Un-

dang Hukum Daga-

ng; 

d) Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 
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2003 Tentang Ke-

tenagakerjaan; 

e) Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 

2004 Tentang Pen-

yelesaian Perselisi-

han Hubungan Ind-

ustrial; 

f) Keputusan Menteri 

Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nom-

or Kep-150/Men-

/2000 Tentang Pen-

yelesaian Pemutu-

san Hubungan Ker-

ja dan Penetapan 

Uang Pesangon, 

dan Uang Penghar-

gaan Masa Kerja 

dan Ganti kerugian 

Dari Perusahaan; 

g) Keputusan Menteri 

Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Repu-

blik Indonesia No-

mor:Kep-78-Men-

2001 Tentang Peru-

bahan Atas Kepu-

tusan Menteri Te-

naga Kerja dan 

Transmigrasi 

Nomor Kep-150/-

Men/2000 Tentang 

Penyelesaian Pem-

utusan Hubungan 

Kerja dan Peneta-

pan Uang Pesang-

on, dan Uang Peng-

hargaan Masa 

Kerja dan Ganti 

kerugian Dari 

Perusahaan. 

2. Bahan Hukum 

Sekunder  

yaitu bahan 

yang memberikan 

penjelasan meng-

enai bahan hukum 

primer, seperti yur-

isprudensi, rancan-

gan Undang-Und-

ang, hasil-hasil pe-

nelitian, atau pen-

dapat pakar huk-

um.
20

 

3. Bahan Hukum 

Tersier 

yaitu bahan 

yang memberikan 

petunjuk maupun 

penjelasan terha-

dap bahan hukum 

primer dan bahan 

hukum sekunder, 

seperti kamus (hu-

kum), 

ensiklopedia.
21

 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara yaitu metode 

yang digunakan untuk mem-

peroleh informasi tentang 

hal-hal yang tidak  dapat 

diperoleh lewat pengama-

tan. Teknik pengumpulan 

data ini penulis lakukan 

dalam bentuk tanya jawab 

langsung kepada responden 

di lapangan. Responden 

yang diwawancara yaitu 

para pekerja yang di PHK di 

CV. Lims Koktong Peka-

nbaru.  

b. Studi kepustakaan yaitu 

mengkaji, menelaah dan 

me-nganalisis berbagai 

literatur yang berhubungan 

                                                             
       

20
 Amiruddin dan Zainal Asikin, 

Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 167. 

       
21

 Ibid. 
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dengan masalah yang 

diteliti. 
22

 

 

G. Analisis Data 

Melalui proses penulisan, 

dilakukan analisis dan kon-

struksi data yang telah di-

kumpulkan dan diolah. Oleh 

karena itu, metodologi pe-

nulisan yang diterapkan harus 

sesuai dengan ilmu penge-

tahuan yang menjadi induknya. 

Dalam penulisan ini analisis 

yang dilakukan adalah analisis 

kualitatif, yang merupakan tata 

cara penulisan yang meng-

hasilkan data deskriptif, yaitu 

apa yang dinyatakan secara 

tertulis. 
23

 Yakni pemaparan 

ke-mbali dengan kalimat yang 

sistematis untuk dapat mem-

berikan gambaran secara jelas 

jawaban atas permasalahan 

sebagai berikut: 

a. Apakah pemutusan hubu-

ngan kerja yang dilakukan 

secara lisan terhadap 

pekerja di CV. Lims Kok-

tong Pekanbaru bertenta-

ngan dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenaga-

kerjaan? 

b. Bagaimanakah perlindungan 

hukum terhadap pekerja 

yang di PHK secara lisan di 

CV.Lims Koktong Pekan-

baru? 

Pada akhirnya dinyatakan 

dalam bentuk deskriptis anali-

sis. Selanjutnya, penulis men-

arik suatu kesimpulan secara 

                                                             
       

22
 Ibid. 

       
23

 Soerjono Soekanto, Pengantar 

Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1983, 

hlm. 32. 

deduktif, yaitu menarik ke-

simpulan dari hal-hal yang 

bersifat umum kepada hal-hal 

yang bersifat khusus. Dimana 

dalam mendapatkan suatu kesi-

mpulan dimulai dengan melihat 

faktor-faktor yang nyata dan 

diakhiri dengan penarikan 

suatu kesimpulan yang juga 

meru-pakan fakta dimana 

kedua fakta tersebut di 

jembatani oleh teori-teori.  

 

II. PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan  Pemutusan Hu-

bungan Kerja Yang Dilaku-

kan Secara Lisan Terhadap 

Pekerja di CV. Lims Kok-

tong Pekanbaru Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketena-

gakerjaan 

Didalam Undang-Un-

dang Nomor 13 Tahun 2003 

diatur mengenai mekanisme 

pemutusan hubungan kerja 

khususnya pada BAB XII Pasal 

151-Pasal 155 serta diatur juga 

hak-hak pekerja/buruh yang di 

PHK oleh pengusaha pada 

Pasal 156 sampai Pasal 158. 

Dalam Pasal 151 dijelaskan 

bahwa: 

1. Pengusaha, pekerja/buruh, 

serikat pekerja/serikat bu-

ruh, dan pemerintah, dengan 

segala upaya harus mengu-

sahakan agar jangan terjadi 

pemutusan hubungan kerja; 

2. Dalam hal segala upaya 

telah dilakukan, tetapi pem-

utusan hubungan kerja tidak 

dapat dihindari, maka mak-

sud pemutusan hubungan 

kerja wajib dirundingkan 

oleh pe-ngusaha dan serikat 



 

JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 2, Oktober 2017 11 
 

pekerja/serikat buruh atau 

dengan pekerja/buruh apa-

bila pekerja/buruh yang 

bersangkutan tidak menjadi 

anggota serikat pekerja/-

serikat buruh; 

3. Dalam hal perundingan 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) benar-benar tidak 

menghasilkan persetujuan, 

pengusaha hanya dapat me-

mutuskan hubungan kerja 

dengan pekerja/buruh sete-

lah memperoleh penetapan 

dari lembaga penyelesaian 

perselisihan hubungan indu-

strial. 

Dari penjelasan Pasal 

diatas terlihat bahwa pengu-

saha dan pekerja/buruh terma-

suk Pemerintah sebagai pihak 

ketiga harus menghindari ada-

nya pemutusan hubungan kerja 

terhadap pekerja/buruh dan di-

lakukan semua upaya dilaku-

kan terlebih dahulu sebelum 

melakukan pemutusan hubu-

ngan kerja termasuk mediasi 

bipartit antara pekerja/buruh 

dengan pengusaha maupun 

mediasi tripartit antara peker-

ja/buruh dengan pengusaha 

dimediasi oleh pemerintah 

dalam hal ini dinas tenaga 

kerja.  

Serta apabila tidak ter-

capai kesepakatan antara 

pekerja/buruh dengan pengu-

saha maka pengusaha yang 

akan melakukan pemutusan 

hubungan kerja terhadap pe-

kerja/buruh harus meminta 

penetapan dari Pengadilan Hu-

bungan Industrial untuk mem-

peroleh penetapan tertulis agar 

dapat melakukan pemutusan 

hubungan kerja secara sah dan 

sesuai dengan ketentuan Un-

dang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003. Namun pengusaha dapat 

melakukan penyimpangan terh-

adap ketentuan tersebut dengan 

memberikan tindakan skorsing 

kepada pekerja/buruh yang 

sedang dalam pemutusan hu-

bungan kerja dengan tetap 

membayar upah beserta hak-

hak lainnya yang biasa 

diterima pekerja/buruh.
24

 

Dari hasil penelitian yang 

dilakukan, pemutusan hubu-

ngan kerja yang dilakukan oleh 

CV. Lims Koktong Pekanbaru, 

pengusaha dalam hal ini pihak 

manajemen yang melakukan 

pemutusan hubungan kerja ter-

hadap tiga orang pekerja yakni 

Pella Tuppel, Mira Herlina, 

dan M. Ilham tidak melakukan 

pemutusan hubungan kerja se-

suai dengan prosedur dan me-

kanisme yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenga-

kerjaan. Hal ini karena tidak 

memberikan peringatan tertulis 

kepada ketiga pekerja baik 

surat peringatan pertama, 

kedua ma-upun ketiga, hanya 

memberikan teguran lisan 

kepada ketiga pekerja sebanyak 

1 (satu) kali.
25

  

Manajemen juga tidak mela-

kukan perundingan terhadap 

                                                             
       24

 Hidayat Muharam, Panduan 

Memahamai Hukum Ketenagakerjaan Serta 

Pelaksanaanya di Indonesia, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2006, hlm. 133.  

       25
 Wawancara dengan Bapak M. Ilham, 

pekerja yang di PHK di CV. Lims Koktong 

Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal 17 Mei 

2017, Bertempat di Jalan Diponegoro No. 6, 

Pekanbaru. 
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pekerja sebelum melakukan 

pemutusan hubungan kerja dan 

melakukan pemutusan hubun-

gan kerja tanpa mengeluarkan 

surat tertulis yang ditanda-

tangani manajemen serta pihak 

yang diputus hubungan kerja. 

Serta hak-hak pekerja yang 

diatur dalam Undang-Undang 

yang seharusnya diterima pe-

kerja/buruh ketika dilakukan 

pemutusan hubungan kerja 

oleh pengusaha yakni uang 

pesa-ngon, uang penggantian 

hak, dan uang penghargaan 

masa kerja bagi karyawan tetap 

yang dilakukan PHK dan biaya 

ganti rugi terhadap karyawan 

kontrak yang dilakukan PHK, 

tidak dipenuhi pihak 

manajemen terhadap ketiga 

pekerja yang di PHK. 

 

B. Perlindungan Hukum Ter-

hadap Pekerja Yang Di PHK 

Secara Lisan Di CV. Lims 

Koktong Pekanbaru 
Perlindungan hukum dal-

am bidang ketenagakerjaan 

diberikan oleh pemerintah me-

ncakup pada perlindungan 

upah, perlindungan keselama-

tan kerja, perlindungan kese-

jahteraan pekerja/buruh dan 

perlindungan pekerja/buruh da-

ri tindakan sewenang-wenang 

pengusaha. Hal ini sesuai de-

ngan tujuan dari dibentuknya 

Undang-Undang Ketenaga-

kerjaan, khususnya pada Pasal 

4  yang isinya menyatakan:
26

 

1. Memberdayakan dan men-

dayagunakan tenaga kerja 

                                                             
       

26
 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.  

secara optimal dan man-

usiawi; 

2. Mewujudkan pemerataan 

kesempatan kerja dan pen-

yediaan tenaga kerja yang 

sesuai dengan kebutuhan 

pembangunan nasional dan 

daerah; 

3. Memberikan perlindungan 

kepada tenaga kerja dalam 

mewujudkan kesejahteraan, 

dan; 

4. Meningkatkan kesejahteraan 

tenaga kerja dan keluarga-

nya. 

 Perlindungan terhadap 

pihak-pihak yang terkait deng-

an ketenagakerjaan oleh pe-

merintah mulai dari pem-

bentukan regulasi di di bidang 

ketenagakerjaan yakni Un-

dang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagaker-

jaan, Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2004 Tentang Penye-

lesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial.  

Selain itu pemerintah 

juga harus memerankan tiga 

fungsi yakni, fungsi pelindung 

(protector), fungsi pembimbing 

(guide), dan fungsi penengah 

(arbitrator). Dalam hal ini 

pemerintah merupakan pelin-

dung bagi setiap pekerja dan 

serikat pekerja/buruh serta 

pelindung bagi pengusaha dan 

menjadi mitra dalam proses 

produksi. Khusus untuk fungsi 

pelindung pemerintah harus 

melindungi dan menjamin ter-

penuhi hak-hak setiap pekerja 

/buruh yang bekerja di suatu 

perusahaan dan melindungi 

pekerja/buruh dari tindakan 

sewenang-wenang pengusaha. 
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Sedangkan fungsi penengah 

dijalankan ketika terjadi seng-

keta antara pekerja/buruh de-

ngan pengusaha. Dalam hal ini 

pemerintah berperan sebagai 

penengah atau mediator di-

antara kedua belah pihak untuk 

menyelesaikan perselisihan ya-

ng ada sebelum dibawa ke 

ranah pengadilan hubungan 

industrial.
27

 

Dalam hal pemutusan 

hubungan kerja sudah diatur 

mengenai hak dan kewajiban 

pekerja/buruh dan pengusaha 

serta mekanisme penyelesaian 

perselisihan antara pekerja 

dengan pengusaha, hal ini 

untuk memberikan kepastian 

hukum bagi para pihak. Namun 

dalam kasus pemutusan hu-

bungan kerja yang pemutusan 

hubungan kerja yang dilakukan 

CV. Lims Koktong terhadap 

ketiga pekerja tersebut, terlihat 

bahwa pihak perusahaan lalai 

atau tidak memenuhi hak 

karyawan yang dilakukan pem-

utusan hubungan kerja dengan 

tidak memberikan hak-hak 

yang seharusnya diterima 

sebagaimana diatur secara jelas 

dalam ketentuan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan dan 

peraturan lainnya. Dalam hal 

ini hak karyawan sebagaimana 

diatur dalam peraturan perun-

dang-undangan menjadi tera-

baikan. 

 

 

 

 

                                                             
       27

 Adrian Sutedi, Op.Cit, hlm. 39.  

III. PENUTUP 

Berdasarkan hasil pem-

bahasan dan analisis maka dapat 

ditarik kesimpulan dan saran 

sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan pemutusan 

hubungan kerja secara 

lisan yang dilakukan oleh 

CV. Lims Koktong Pekan-

baru tidak sesuai dengan 

prosedur pemutusan hubu-

ngan kerja yang telah 

ditetapkan di dalam 

Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan. Dalam 

kasus pemutusan hubung-

an kerja secara lisan yang 

dilakukan oleh pihak 

perusahaan tersebut telah 

melanggar ketentuan yang 

terdapat di dalam Pasal 

151, Pasal 152, Pasal 154, 

Pasal 156 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan. 

Dan berdasarkan yurispru-

densi hukum Indonesia 

yang pernah ada sebelum-

nya,  pemutusan hubungan 

kerja yang dilakukan se-

cara lisan tersebut tidak 

sah menurut hukum.  

2. Pemerintah telah memberi-

kan perlindungan hukum 

terhadap pekerja/buruh ap-

abila terjadi pemutusan hu-

bungan kerja yang diatur 

di dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan 

terkait dengan hak-hak 

yang seharusnya diterima 

oleh pekerja/buruh apabila 

terjadi pemutusan hubung-
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an kerja. Dalam kasus 

Pemutusan hubungan kerja 

secara lisan yang telah 

dilakukan oleh CV. Lims 

Koktong Pekanbaru telah 

menimbulkan kerugian ter-

hadap pekerja dan hak-hak 

pekerja tersebut yang telah 

dilindungi oleh hukum 

yang seharusnya diterima 

oleh pekerja/buruh ketika 

melakukan pemutusan hu-

bungan kerja. Dimana 

pekerja yang telah dila-

kukan pemutusan hubung-

an kerja oleh CV. Lims 

Koktong Pekanbaru tidak 

menerima hak-haknya yai-

tu, tidak diberikan ganti 

rugi yang seharusnya di-

terima oleh karyawan kon-

trak serta uang pesangon, 

uang penghargaan masa 

kerja, dan uang penggan-

tian hak terhadap 

karyawan tetap yang telah 

diputus hubungan kerja. 

 

B. Saran  

1. Seharusnya jika pihak per-

usahaan yang ingin  mela-

kukan pemutusan hubung-

an kerja terhadap peker-

janya harus berpedoman 

terhadap prosedur yang 

telah ditetapkan dan meng-

ikuti semua ketentuan dan 

prosedur yang telah diteta-

pkan di dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenaga-

kerjaan agar tidak ada 

pihak yang dirugikan dari 

pemutusan hubungan kerja 

yang dilakukan baik pihak 

perusahaan maupun pihak 

pekerja. 

2. Apabila pihak perusahaan 

yang melakukan pemutus-

an hubungan kerja 

terhadap karyawan kontrak 

yang masih dalam masa 

kontrak harus memberikan 

ganti rugi dan terhadap 

karyawan tetap yang 

dilakukan pemutusan 

hubungan kerja seharusnya 

diberikan pesangon dan 

uang penghargaan masa 

kerja sesuai yang telah 

ditetapkan di dalam 

Undang-Undang 

Ketenagakerjaan. 
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